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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2019 

TENTANG  

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN 

KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan 

Pasal 82 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 

tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang 

Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke 

dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5619); 
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  2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang 

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5543); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 6215); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

  5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. 

010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1243);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN 

DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN KE DAN 

DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, 

peternakan, atau bahan lain serta yang layak 

dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah 

maupun yang belum diolah. 
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2. Bahan Pakan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat 

BPAH adalah bahan yang berasal dari ruminansia atau 

unggas, baik yang diolah maupun yang belum diolah. 

3. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, 

baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang 

diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, 

berproduksi, dan berkembang biak. 

4. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan BPAH dari 

luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

5. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan BPAH dari 

wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri. 

6. Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan 

BPAH ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara 

Republik Indonesia. 

7. Unit Usaha Negara Asal adalah suatu unit usaha 

(rendering plant) di Negara Asal yang menjalankan 

kegiatan produksi dan/atau pengolahan BPAH secara 

teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial. 

8. Transloader adalah pihak ketiga di Negara Asal yang 

melakukan pemberian jasa pengemasan dan 

pengangkutan setelah proses rendering plant untuk 

dikirim ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

9. Eksportir adalah perusahaan yang memiliki fungsi 

menyalurkan barang dari Unit Usaha Negara Asal ke 

pelaku usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 

10. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan 

yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses 

degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, 

infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen 

seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.   

11. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang 

ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan 

manusia, serta hewan dan media pembawa Penyakit 

Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung 

dengan media perantara mekanis seperti air, udara, 

tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui 
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media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, 

atau jamur. 

12. Penyakit Hewan Eksotik adalah penyakit yang belum 

pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau 

di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 

13. Specified Risk Material yang selanjutnya disingkat SRM 

adalah jaringan yang mempunyai risiko tinggi terhadap 

keberadaan prion sebagai penyebab penyakit Sapi Gila 

(Bovine Spongiform Encephalophaty/BSE) seperti 

tengkorak, otak, trigeminal ganglia, mata, tonsil, tulang 

belakang (spinal cord), kolum vertebrata, Dorsal Root 

Ganglia (DRG), dan distal ileum. 

14. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk 

mengemas atau membungkus Bahan Pakan, baik yang 

bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan 

bahan pakan. 

15. Cemaran adalah masuknya atau kejadian adanya suatu 

bahaya (hazard) kimiawi, biologis, fisik, dan/atau 

mikroorganisme pathogen pada Bahan Pakan baik 

langsung maupun tidak langsung yang dapat 

mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau 

lingkungan. 

16. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non 

perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

di bidang Pemasukan dan Pengeluaran BPAH. 

17. Izin Pemasukan adalah keterangan tertulis yang 

diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memasukkan 

BPAH dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia. 

18. Izin Pengeluaran adalah keterangan tertulis yang 

diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mengeluarkan 

BPAH dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar 

negeri. 

19. Tim Penilai Negara Asal yang selanjutnya disebut Tim 

Penilai adalah tim yang bertugas melakukan penilaian 

terhadap Negara Asal dan Unit Usaha Negara Asal. 
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20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang peternakan dan Kesehatan 

Hewan. 

21. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah 

pejabat pimpinan madya yang melaksanakan tugas dan 

fungsi di bidang peternakan. 

22. Dinas Daerah Provinsi adalah satuan kerja perangkat 

daerah provinsi yang melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang peternakan dan/atau kesehatan 

hewan. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. persyaratan Pemasukan; 

b. persyaratan Pengeluaran; 

c. tata cara memperoleh Izin Pemasukan dan Izin 

Pengeluaran; dan 

d. tindakan karantina, pelaporan, dan pengawasan.  

 

BAB II 

PERSYARATAN PEMASUKAN  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Pemasukan BPAH dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, 

setelah mendapat Izin Pemasukan dari Menteri. 

(2) Menteri dalam menerbitkan Izin Pemasukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh 

Direktur Jenderal atas nama Menteri. 

(3) Direktur Jenderal dalam memberikan Izin Pemasukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

memerhatikan saran dan pertimbangan dari pejabat 

otoritas veteriner kesehatan hewan. 
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